PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR: 1 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG

Memimbang : . bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 .

Mengingat  : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan I.embaran Negara Nomor 3312)) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3688) :

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

6. Undang-undang ............
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 'ndang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas [ ndang-undang Republik Indonesia nomor 138 Tahun
1997 tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi Dacrahe

(.

7 Peraturan Mentenn Dalam Negert Nomor 11 Tahun 1975
tentane  Contoh-contoh  Cara  Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belama Dacrah. Pelaksanaan Tata Usaha
keuangan Dacrah dan Penvusunarn Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

8§ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Iembaran Negara Tahun 1997 Nomor 534, Tambahan
I embaran Negara Nomor 3691) ¢

9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Iembaran Negara Tahun 1997 Nomor 33,

‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (I.embaran Negara Tahun
1997 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) .

11 Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan;

12, Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan dasn Pertanggung jawaban Keuangan Daerah |

13. Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah :

14 Peraturan Pemerintah nomor 110 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah:

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang  Contoh-contoh  Cara  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata [Usaha
Kenznean Daerah dan Penvusunan Perhitungan™ Angoaran
Pendapatan dan Belanga Therah -

-

16, Perstumn NIEToS U7 Y o--ri “Nomor 8 Tahun 1978
tentang Pencrimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tenitang Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
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IX. Peraturan Mentenn Dalam Negent Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug;
Keuangan dan Barang Daerah ;

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28
Oktober 1981 temang Program Pembinaan Anggaran Dacrah
dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

2U. Keputusan Mentenn Dalam Negert Nomor 94 Tahun 1984
tentang - Langkah  Pertama  Pensinkronisasian  Anggaran
Ueindapatan dan Belama  Daerah  dengan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
I8 September 1985 tentang Penyvempumaan Bentuk dan
Susunan  Perubshan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negen Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

Ze. eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11

\pril TOR7 tenmtang  Penggunaan  Sistem  Digit  dalam
Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Tekms Tata Usaha Keuangan Daerah ;

23. Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998
tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

24 Keputnsan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Banituk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah |

25. neputusan  Iewan  Perwakilan Rakvat Daerah Nomor
Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah Kota Magelang,

Memperhatikan : 1. Surat Mentert Dalam Negeri Nomor 903/2735/S) tanggal
t Sopanoa 2006 Peribal Pedoman Umum Penyusunan
dan Pelatisancon Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tanun Anggaran 2001 |

2. Kosaiah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentane Ancearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan ......... a3
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Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
MEMUTUSKAN
Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dacrah Tahun Anggaran 2001 sejumlah
Rp 113.137.784.000 - terdin dan -

a. PENDAPATAN
T R Rp. 113.137.784.000,-
b. BELANJA

- Ruun...... ... Rp. 85.219.489.000.-
- Pembangunan Rp.. 27.918.295.000.-

PASAL 2
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdin darj -

. PEHDEER o vnmmsrsrn o Rp. 7.080.742.000 -
D! BeIAME.nvnvvmvsnamsinionss e s caitnn, Rp.  7.080.742.000,-

PASAL 3

1) Ringkasan .a'tngg:ir:u? Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut
pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran [ Peraturan Daerah ini:

2) Pengeeseran Pasal-pasal vang diperkenankan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran [I Peratu?an
Dacrah i ;

3) Rmur.m lebih lanjut avat ( 1) Pasal ini. sebagaimana lampiran-
lampiran Peraturan Daerah inj -

a. Lampiran 1] : Pendapatan
b. Lampiran IV : Belanja Rutin
¢. Lampiran \ : Belanja Pembangunan
1 [ R—
e ——
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PASAL 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2,
sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

PASAL 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in.

| PASAL 6
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan
r dar pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun
anggaran .
i

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
f pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditctapkan di Magelang
_' pada tanggal. 23 Maret 2001

- »WALIKOTA MAGELANG

Dinndanelan dr Maeclane

Pada taneeal 28 Maret 2001

SKRRETARIS DAER KOTA MAGELANG

LEAVIBARAN DAFRAH KOTA MAGELANG

TAITUN 2601 NONOR 33

FEL

SKRI D NQO., 35
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